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Skripsi yang berjudul, ‚ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG Tentang Tindak 
Pidana Mucikari‛, adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana mucikari 
dalam putusan nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG dan bagaimana tinjauan hukum 
pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana mucikari dalam 
putusan nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG?. 
Penelitian ini, termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian 
hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang mengacu pada 
norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan 
adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana mucikari dalam Direktori Putusan 
Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG sebagai bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis 
deskriptif sesuai hukum pidana Islam. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim di Pengadilan 
Negeri Jombang Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 4 bulan 
karena terdakwa telah terbukti secara sah dan telah melakukan pelanggaran yaitu 
melanggar pasal 506 KUHP dengan dakwaan alternatif yang kedua. Namun, dalam 
penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang 
memilih mempertimbangkan dakwaan yang kesatu yaitu pasal 296 KUHP. Apabila 
pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan manakah yang 
akan diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai keputusan dalam menjatuhkan 
putusan. Sedangkan di dalam perkara yang didakwakan JPU dan putusan Majelis 
Hakim menurut penulis terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi seharusnya dijatuhi 
putusan Pasal 296 KUHP karena unsur dalam Pasal 296 KUHP lebih sesuai dengan 
apa yang dilakukan oleh terdakwa. Secara hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku 
mucikari sudah sesuai dengan ketentuan hukuman takzir dengan dihukum 
dera/cambuk, dimana ukuran berat dan ringannya suatu hukuman takzir diserahkan 
kepada Ulil ‘Amri atau Hakim dengan cara berijtihad dalam mengambil suatu 
keputusan. 
Dengan demikian, uraian mengenai isi ringkasan dalam masalah skripsi ini, 
diharapkan untuk para penegak hukum sebelum memutuskan suatu perkara, akan 
lebih baik dilihat kembali permasalahannya dan ketika menjatuhkan suatu hukuman 
seharusnya dilihat kembali pasal yang akan digunakan untuk dijadikan bahan 
penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Bagi masyarakat agar mengetahui bahwa 
perbuatan mucikari itu sangat lah dilarang baik dalam hukum positif di Indonesia 
maupun menurut hukum Islam dan bagi lembaga sosial masyarakat sebaiknya 
melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat 
mengetahui apa itu pelanggaran dan kejahatan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan sekarang ini, keberadaan wanita tuna susila atau 
selanjutnya disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Pekerja Seks 
Komersial merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan 
masyarakat indonesia.
1
 Menurut Paul Moedikno, prostitusi adalah 
penyerahan badan dengan menerima bayaran kepada banyak orang, guna 
pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.
2
Karena pandangan semacam ini, 
mereka mendapatkan cap buruk sebagai orang yang kotor, hina dan tidak 
bermatabat. Akan tetapi, orang-orang yang mempekerjakan mereka tidak 
mendapatkan cap demikian, bahkan mendapatkan keuntungan besar.
3
 
Orang yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian lazimnya di masyarakat disebut 
mucikari atau germo.
4
 Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang 
hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama 
dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-
langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagianya dan menarik 
keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Agar bisa dijerat 
                                                          
1
 Yang dimaksud dengan wanita tuna susila adalah wanita yang kurang beradab karena keroyalan 
relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual. 
2
 Soedjono D, Pelacuran DiTinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, (Bandung: 
PT Karya Nusantara, 1977), 30. 
3
 Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 161. 
4
 Orang-orang yang disebut mucikari atau germo inilah yang menurut pasal 296 dan pasal 506 
KUHPidana dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. 



































dengan pasal ini yaitu pasal 296 KUHP perbuatan tersebut harus dilakukan 
secara berlanjut oleh seorang mucikari atau germo untuk membiayai 
kehidupannya sehari-hari. 
Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, 
yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan 
menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan 
melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau 
sebagai kebiasaan nya di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi: 
‚Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah‛. 
Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang 
mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak 
terdapat dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan dengan 
jelas, bahwa perbuatan itu menjadi mata pencahariannya (dengan 
pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Yang dapat dikenakan 
pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan 
pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan atau laki-laki untuk 
melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) 
disitu, biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.
5
 
                                                          
5
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 
Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), 217. 



































Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau 
mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan 
yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi: 
‚Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari 
pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan‛. 
Mucikari (sounteneur) adalah makelar cabul artinya seorang laki-laki yang 
hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama 
dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-
langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki 
terhadap istrinya sendiri menurut Arrest Hoge Raad 18 Maret 1912 dapat 
pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan 
pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapatkan keuntungan uang.
6
 
Masyarakat seringkali hanya menyorot bahwa pelacur saja yang 
paling dianggap penting di dalam persoalan praktik prostitusi dan 
melupakan persoalan mucikari atau germo yang berada di balik pelacur dan 
turut mengambil keuntungan baik sebagai penghubung ataupun juga 
penyedia sarana prostitusi tersebut. Pelacuran merupakan penyakit 
masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha 
pencegahan dan perbaikannya.
7
Tetapi halnya, mucikari atau germo sebagian 
besar justru melakukan pekerjaannya karena faktor keadaan ekonomi yang 
mendesak, latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak adanya 




 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 199. 



































keahlian yang dimiliki serta faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada 
pribadi seseorang tersebut. 
Hukum pidana menurut Moeljatno adalah sebagai bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk:
8
 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 




Fikih Jina<yah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan jina<yah. 
Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, 
yang berati mengerti paham. Pengertian fikih secara istilah yang 
dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah Fikih adalah ilmu tentang 
hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci 
                                                          
8
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 1. 
9
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1. 



































atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang 
diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
10
 
Adapun Jina<yah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan 
seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian jina<yah secara 
istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah 
adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik 
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.
11
 
Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fikih 
jina<yah itu adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan 
masalah perbuatan yang dilarang (jari<mah) dan hukumannya yang diambil 
dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian fikih jina<yah tersebut diatas 
sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Musthafa 
Abdullah, S.H dan Ruben Ahmad, S.H mengemukakan bahwa hukum pidana 
adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.
12
 Atau 
dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang 
mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. 
Dalam Konteks Fikih Jina<yah tindak pidana sering disebut dengan 
jari<mah. Jari<mah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari 
kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).
13
 Menurut Imam Al 
                                                          
10
 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh, cetakan VIII, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968), 11. 
Ahmad Wardi Musclich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikh Jinayah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), 1. 
11
 Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina’iy Al Jina’iy Al Islamiy, Juz I, Dar Al Kitab Al ‘Araby, 
Beirut, tanpa tahun, 67. M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 5. 
12
 Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 
9-10. 
13
 Muhammad Abu Zahrah, Al Jarimah wa Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy, (Kairo: Maktabah Al 
Angelo Al Mishriyah), 22. M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 9. 



































Mawardi mengemukakan Jari<mah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh syara’ yang diancam dengan hukuman h}ad atau takzir.14 
Pengertian jari<mah menurut istilah hukum pidana Islam tersebut 
hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum 
pidana Indonesia). Jari<mah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan 
dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah 
rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang 




Suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila 
bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila 
perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang) artinya 
hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang 
maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. 
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana 
terdapat dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, 
mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur 
subjektif antara lain orang yang mampu bertanggung jawab, adanya 
                                                          
14
 Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby,1973), 
219. Juga lihat: Abi Ya’la Muhammad ibn Al Husain, As Ahkam Al Sulthaniyah, Maktabah Ahmad 
ibn Sa’ad, Surabaya, 1974, cetakan III, 257. Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar 
Fiqh Jinayah, (Surabaya: idea, 2015), 2. 
15
 Mr. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Tiara, 1959), 27. 



































kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat 




Takzir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi ‚azzara‛ 
yang berati menolak dan mencegah kejahatan, juga berati menguatkan, 
memuliakan, membantu. Takzir juga berati hukuman yang berupa memberi 
pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya 
menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jari<mah atau dengan 
kata lain membuatnya jera. 
Para fuqoha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak 
ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang 
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi 
pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi 
kejahatan serupa. 
Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh 
menjelaskan bahwa sanksi-sanksi Takzir adalah hukuman-hukuman yang 
secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syarat Islam 
menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap 
pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk 
menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, 
serta melindungi masyarakat dimana saja dan kapan saja. Sanksi-sanksi 
takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, 
                                                          
16
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 
Prenamedia Group, 2014), 37. 



































taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam 
berbagai masa dan tempat.
17
 
Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini 
karena menurut penulis masalah ini bukan hanya mucikari yang mencari 
keuntungan dari pekerja seks komersial saja dimana pelaku mucikari 
bernama Siti Kalimah Binti Atim Al-Hadi berusia 55 tahun telah mendirikan 
Ruko panti Pijat pada tahun 2012 dan memperkerjakan karyawannya yang 
bernama Nur Fadilah untuk memberikan jasa berupa hubungan badan 
layaknya suami istri kepada pelanggannya, dengan setiap pelanggan 
terdakwa menarik keuntungan dari keryawannya Rp. 100.000,- dengan 
pembagian keuntungan Rp. 60.000,- untuk terdakwa dan Rp. 40.000,- untuk 
karyawannya, ruko panti pijat tersebut beralamat di terminal Mojoagung 
kabupaten Jombang. Dengan melihat kasus tersebut seharus nya terdakwa 
dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Pasal 296 KUHP karena kesalahannya 
yaitu: 
1. Mendirikan dan menyediakan tempat panti pijat plus-plus sejak 
2012 
2. Memperkerjakan karyawannya untuk melayani hubungan layaknya 
suami istri 
3. Menawarkan jasa pijat biasa maupun pijat plus-plus keorang lain 
atau pengunjungnya 
                                                          
17
 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar Al-Fikh, 1997), 5300. Nurul 
Irfan dan Musyarofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 139. 



































4. Menarik atau mencari keuntungan dari pekerjanya yang melakukan 
hubungan layak suami istri dengan keuntungan Rp 60.000 untuk 
terdakwa sedangkan Rp 40.000 untuk karyawannya yang 
melakukan pijat plus-plus tersebut 
Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu dalam 
Amar Putusan Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan hanya 
mempertimbangkan adanya Pasal 506 KUHP yang berbunyi: ‚Barang siapa 
sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, 
dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan‛. dengan terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana penjara selama 4 bulan dikurangi masa penahanan, 
sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya Pasal 296 KUHP yang 
menurut saya sesuai dengan deskripsi kasus yang di dakwakan oleh JPU. 
Yang di dalam unsul Pasal 296 KUHP yaitu barang siapa dengan 
sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan 
menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan dan di dalam pengertian 
pasal tersebut juga menyediakan tempat untuk melakukan pencabulan, berati 
terdakwa harusnya di jatuhi hukuman dalam pasal 296 KUHP. Di dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG, surat 
Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Dakwaan 
Alternatif, dengan JPU mengajukan dua pasal yang berbeda yaitu pasal 296 
dan pasal 506 KUHP. Surat Dakwaan Alternatif adalah memberikan pilihan 
kepada Majelis Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang 
tepat yang di pertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana 





































 Maka penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas 
dengan mengambil Judul Skripsi ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG 
Tentang Tindak Pidana Mucikari‛. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa 
masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Perkembangan hukum tentang tindak pidana mucikari.  
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana mucikari. 
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana mucikari. 
4. Pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri jombang tentang tindak 
pidana mucikari. 
5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana dalam putusan 
pengadilan negeri jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang 
tindak pidana mucikari. 
 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang kemungkinan-
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 
                                                          
18
 Laden Merpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: Di kejaksaan dan Pengadilan 
Negeri, Upaya Hukum dan Eksepsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 329. 



































melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan 
yang dapat diduga sebagai masalah.
19
 
1. Pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana mucikari dalam  
putusan pengadilan negeri jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN. JBG. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak 
pidana mucikari dalam putusan pengadilan negeri jombang nomor: 
302/Pid.B/2015/PN. JBG. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana mucikari 
dalam putusan pengadilan negeri jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN. 
JBG? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi 
pelaku tindak pidana mucikari dalam putusan pengadilan negeri 
jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN. JBG? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 
yang hendak dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana 
mucikari dalam putusan pengadilan negeri jombang nomor: 
302/Pid.B/2015/PN. JBG. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi 
pelaku tindak pidana mucikari dalam Putusan pengadilan negeri 
jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN. JBG. 
 
F. Kajian Pustaka 
Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang 
akan membahas mengenai masalah mengambil keuntungan dari pelacuran 
perempuan atau biasanya disebut Mucikari baik mengenai konsep, unsur, 
ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan 
mucikari yang menyebabkan masalah psikologis terhadap korbannya, baik 
secara spesifik maupun secara umum penulis pun melakukan studi 
pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan 
menemukan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Tindak Pidana Mucikari, diantaranya adalah sebagai berikut: 
Skripsi yang pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Lail 
Anugriyani, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan Judul ‚Analisis Hukum Pidana Islam 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan di Lakukan Pencabulan (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 
138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)‛.20 
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Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim 
terhadap putusan nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi. tentang tindak pidana 
memudahan dilakukan perbuatan cabul berdasarkan pasal 296 KUHP 
memberikan sanksi atau penjatuhan dakwaan yang meringankan karena 
didalam pasal 296 KUHP terdapat tidak pertimbangan hakim diantaranya: 
barang siapa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan 
pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencarian 
atau kebiasaan. Dan yang diberlakukan oleh hakim kepada terdakwa yakni 
peraturan yang umum dan sangat meringankan terdakwa. Analisis hukum 
pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 
138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi. tentang tindak pidana memudahkan 
dilakukannya perbuatan cabul. Hakim telah memberikan sanksi yang 
menguntungan atau meringankan kepada terdakwa seperti halnya dalam 
teori hukum pidana Islam dalam pemberian sanksi mucikari atau orang yang 
menyediakan tempat untuk prostitusi dikenakan jarimah takzir dengan jenis 
sanksi yang preventif, yang membuat mucikari tidak akan mengulangi lagi 
lebih untuk kemaslahan umat dan masyarakat agar tidak ada yang menjadi 
korban supaya membuat orang lain menjadi jera. 
Skripsi yang kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Muh Nur Fadil 
Munir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
dengan Judul ‚Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Yang Memudahkan 



































Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian 
(Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs)‛.21 
Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi pidana 
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang memudahkan orang berbuat 
cabul dan menjadikan sebagai mata pencaharian dalam putusan perkara 
nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs dalam pasal 296 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah menjelaskan unsur tindak 
pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dengan orang lain 
dan sanksi yang diberikan masih terlalu ringan , yakni pelaku dijerat pidana 
penjara selama 14(empat belas) hari sehingga besar kemungkinan sanksi 
yang diberikan belum membuat pelaku jera untuk melakukan perbuatannya 
lagi dikemudian hari.Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap tindak pidana yang memudahkan orang berbuat cabul dan 
menjadikan sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa RDN 
dalam perkara putusan nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs lebih mengutamakan 
perbaikan diri terhadap terdakwa terlihat dalam pemberian hukuman 
berdasarkan pasal pasal 296 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP seharusnya 
mendapatkan hukuman yang sesuai dalam Pasal tersebut tetapi karena 
pertimbangan hakim sehingga memberikan kesempatan terhadap terdakwa 
untuk bisa memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi perbuatan-
perbuatan yang melanggar hukum. 
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Skripsi yang ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh Fathiya Rizza 
Amalia, Jurusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan 
Judul ‚Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktek 
Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.BR)‛.22 
Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Penerapan hukum Pasal 
296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi 
adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-
unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 
KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana 
Penyedia Sarana Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 
KUHPidana. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam Perkara Nomor 
12/Pid.B/2013/PN.BR adalah: A. Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 
296 KUHPidana dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas 
pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas 
pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). B. Alasan yang memberatkan 
berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak 
moral.  C. Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah 
dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya 
selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.  
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Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di 
atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi 
perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah:  
1. Pelaku Tindak Pidana memudahkan dilakukannya Mucikari adalah 
orang dewasa. 
2. Mucikari yang dilakukan atas dasar kenikmatan semata dan mencari 
keuntungan sendiri dengan sengaja melakukannya ditempat yang telah 
ditentukan. 
3. Kajian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada Tinjauan hukum 
pidana islam bagi pelaku tindak pidana mucikari yang telah tertera 
dalam putusan Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 
kegunaan untuk: 
1. Kegunaan Teoritis  
Dari pembahasan ini, diharapakan memberikan manfaat sebagai 
bahan kajian Mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang 
ilmu hukum pidana pada umunya dan khususnya terkait masalah tindak 
pidana mucikari. 
2. Kegunaan Praktis  



































Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, 
sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum 
pidana terkait masalah tindak pidana mucikari. 
 
H. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG 
tentang Tindak Pidana Mucikari. 
Untuk menyadari kesalahpahaman adanya judul skripsi ini, maka 
skripsi ini diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional yang 
dimaksud adalah definisi yang akan disesuaikan dalam tema atau studi ini. 
1. Hukum Pidana Islam 
Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih 
jina<yah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang 
yang dapat dibebani suatu kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman 
atas dalil-dalil hukum yang terperinci yaitu Al-Qur’an dan Hadist.23 Jadi 
Hukum Pidana Islam adalah Suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman takzir yang 
bersumber dari dalil-dalil (nash), baik dari Al-Qur’an maupun Hadist 
ataupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan nya.  
2. Tindak Pidana 
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Tindak Pidana menurut Mr. Tresna adalah rangkaian suatu 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan manusia 




Mucikari atau germo adalah seorang laki-laki atau wanita yang 
hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama 
dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-
langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik 
keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Mucikari  inilah 
orang yang mendukung terlaksananya pesta maksiat dan ia menarik atau 
mendapatkan imbalan maupun keuntungan dari para pelacur.
25
 
Pelacur adalah seorang wanita atau laki-laki yang menjual 
tubuhnya atau dirinya sebagai pelacur atau tunasusila demi 
mendapatkan uang dan kepuasan sesaat. Pelacur tersebut harus melayani 
tamunya layaknya hubungan suami istri, melakukan intim, atau 
hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah, hubungan seksual yang 
dilakukan pelacur dengan cara berganti-ganti pasangan sesuai dengan 
job yang dilayaninya, mereka melakukan hubungan tersebut ditempat-
tempat tertentu seperti lokalisasi, hotel, tempat rekreasi, kost-kost an 
atau tempat yang jarang dikunjungi orang sekitar bahkan tempat yang 
sudah tidak dipakai penghuninya dijadikan tempat mesum. Pelacur 
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adalah wanita yang tidak mempunyai adab, akhlak, kesopanan, moral 
dan rasa malu sama sekali. 
 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, 
yaitu penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam 
perundang-undangan.
26
 Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah 
pada dokumen berupa Putusan Pengedilan Negeri Jombang Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG sementara undang-undang dan aturan hukum 
yang digunakan untuk menganilis penelitian ini adalah KUHP pasal 296 
beserta pasal 506 KUHP tentang mengambil keuntungan dari pelacuran 
perempuan (Mucikari) dan dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan 
jarimah takzir. 
2. Data yang dikumpulkan  
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan 
tindak pidana mucikari yang dilakukan oleh mucikari dalam Direktori 
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
3. Sumber Data  
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan 
skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :  
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a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan yang digunakan oleh 
penelitia dalam skripsi ini adalah: Direktori Putusan Pengadilan Negeri 
Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bahan yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. sumber yang 
didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung 




4. Teknik pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data  
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
maka dipergunakan teknik sebagai berikut :  
a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui 
dokumen, atau dilakukan melaui berkas yang ada dengan cara 
diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti 
adalah putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang Tindak Pidana 
Mucikari dalam Putusan Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik 
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mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, 
menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian. 
c. Data yang dihimpun.  
Data tentang kasus terjadinya Tindak Pidana Mucikari 
dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG yang meliputi deskripsi terjadinya tindak 
pidana, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim, juga 
amar putusan yang mencangkup sanksi hukum yang dijatuhkan 
terhadap terdakwa. 
d. Teknik pengolahan data  




1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang 
telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan 
kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer 
maupun data sekunder tentang Pertimbangan Hukum Hakim 
terhadap Tindak Pidana Mucikari dalam Putusan Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
2) Organizing, yaitu menyusun dan mesistematikan data-data yang 
diperoleh tentang hukum pidana Islam terhadap Sanksi Pidana 
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terhadap Tindak Pidana Mucikari dalam Putusan Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
3) Analyzing, yaitu menganalisis hukum pidana islam terhadap 
Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Mucikari dalam 
Putusan Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
5. Teknik analisa data 
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan 
tindak pidana mucikari dalam putusan pengadilan negeri jombang 
nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG yang dianalisa dengan teknik analisa 
deskriftif sesuai dengan hukum pidana Islam. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima 
bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan 
dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan 
skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:  
Bab pertama,Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua, Landasan teori. Pada bab ini menguntaikan mengenai 
kajian tindak pidana Islam terhadap tindak pidana mucikari (meliputi tindak 
pidana mucikari: pengertian tindak pidana mucikari, Tindak pidana menurut 



































hukum Islam: pengertian hukuman, pengertian jari<mah takzir, macam-
macam takzir). 
Bab ketiga, Penyajian data. Bab ini memuat tentang data penelitian 
yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang tindak pidana mucikari. 
Bab keempat, penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada 
Bab Dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada Bab 
Tiga berdasarkan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana 
Mucikari yang kemudian akan disimpulkan pada Bab Lima. 
Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai 
kesimpulan yang dapat di peroleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan 
proses penelitian, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada 








































KAJIAN TINDAK PIDANA MUCIKARI YANG DI TINJAU DARI HUKUM 
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 
A. Tindak Pidana Mucikari 
1. Pengertian Tindak Pidana Mucikari 
Mucikari atau germo adalah seorang laki-laki atau wanita yang 
hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama 
dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-
langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik 
keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Mucikari  inilah 
orang yang mendukung terlaksananya pesta maksiat dan ia menarik atau 
mendapatkan imbalan maupun keuntungan dari para pelacur.
29
 
Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam 
KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah 
mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam 
Bab XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu 
diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk 
kejahatan kesusilaan. Belum ada aturan hukum yang secara spesifik 
mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu 
seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan 
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fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata 
pencaharian juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.
30
 
Orang yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian lazimnya di masyarakat disebut 
mucikari atau germo. Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang 
hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama 
dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-
langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik 
keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Agar bisa dijerat 
dengan pasal ini yaitu pasal 296 KUHP perbuatan tersebut harus dilakukan 
secara berlanjut oleh seorang mucikari atau germo untuk membiayai 
kehidupannya sehari-hari. 
Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, 
yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan 
menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan 
melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau 
sebagai kebiasaan nya di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi: 
‚Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah‛. 
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Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang 
mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak 
terdapat dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan dengan 
jelas, bahwa perbuatan itu menjadi mata pencahariannya (dengan 
pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Yang dapat dikenakan 
pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan 
pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan atau laki-laki untuk 
melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) 
disitu, biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.
31
 
Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau 
mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan 
yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, menurut R. Soesilo 
pasal 506 KUHP yang berbunyi: ‚Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) 
mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan 
selama-lamanya tiga bulan‛.32 Menurut Gerry Muhamad Fizki Pasal 506 
KUHP berbunyi sebagai berikut: ‚Barangsiapa menarik keuntungan dari 
perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian 
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun‛.33 
 
 
B. Tindak Pidana Mucikari menurut Hukum Pidana Islam 
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Dalam agama Islam dimana mucikari merupakan salah satu 
perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur’an, larangan 
tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 dan Surah Al-Isro’ 
Ayat 32 yaitu yang berbunyi: 
Surah An-Nur: 33 berbunyi: 
                   
                 
                      
                         
      
 
Artinya:‚Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-
Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, 
hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta 
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-
budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. 
dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 
dipaksa itu‛. 
 
Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan 
perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk 
dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah 
uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu 
kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu 



































dengan harta yang halal.Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu 
hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari 
zakat atau harta lainnya.Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak 
wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka 
tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. 
 
Ayat yang mulia ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu 
Ubayibnu Salul pemimpin kaum munafik. Dia memiliki seorang budak 
wanita bernama bernama Mu’azah. Apabila dia kedatangan tamu, maka ia 
mengirimkan budak wanitanya kepada tamu itu agar sia tamu berbuat zina 
dengannya. Tujuannnya ialah agar ia beroleh imbalan dari tamunya, juga 
kehormatan. Maka budak wanita itu lari menemui Abu Bakar r.a. dan 
mengadukan perlakuan tuannya. Kemudian Abu bakar menceritakan hal 
tersebut kepada Nabi SAW, maka nabi SAW memerinahkan kepada Abu 
Bakar agar membelinya dari tangan tuannya. Abdullah ibnu Ubay merasa 
terkejut, lalu berkata, ‚siapakah yang akan membelaku dari perlakuan 
Muhammad? Dia dapat mengalahkan kami dalam urusan budak kami.‛maka 
Allah menurunkan firman-Nya ini berkenaan dengan mereka. 
Surah Al-Isro’: 32 berbunyi: 
                      



































Artinya: ‚Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk‛.
34
 
Dengan demikian mucikari tidak ubahnya merupakan bentuk dari 
perzinaan yang dalam pandangan hukum Islam merupakan kemaksiatan yang 
diharamkan oleh Allah ta’alaa. 
 
1. Pengertian Hukuman 
Hukuman dalam bahasa arab disebut ‘uqu<bah. Ladaz ‘uqu<bah 
menurut bahasa berasal dari kata ‘aqaba yang artinya mengiringnya dan 
datang di belakangannya. Dalam bahasa indonesia, hukuman diartikan 
sebagai ‚siksa dan sebagainya‛ atau ‚keputusan yang dijatuhkan oleh 
hakim‛.35Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara 
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan syara’.36 
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah 
satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan 
yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara 
ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi 
kepentingan individu. Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman 
dalam syariat Islam adalah sebagai berikut: 
a. Pencegahan 
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Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar 
ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus- 
menerus melakukan jari<mah tersebut. Disamping mencegah pelaku, 
pencegahan juga mengandung arti mencegah oarang lain selain pelaku 
agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jari<mah sebab ia bisa mengetahui 
bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan 
terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Oleh 
karena itu tujuan hukam adalah pencegahan maka besarnya hukuman 
harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh 
kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian  terdapat 
prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.
37
 
b. Perbaikan dan Pendidikan 
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik 
pelaku jari<mah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 
kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul 
dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jari<mah bukan 
karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan 
kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha 
dari Allah SWT. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat islam 
dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat 
yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai 
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Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga 
syarat, syarat tersebut sebagai berikut: 
a. Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara’ 
Hukum dianggap mempunyai dasar (syar’iyah) apabila ia 
didasarkan kepada sumber-sumber syara’, seperti Al-Qur’an, As-
Sunnah, Ijma’ atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga 
yang berwenang (Ulil ‘Amri) seperti dalam hukuman takzir. Dalam 
hal hukuman ditetapkan oleh ulil ‘amri maka disyaratkan tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’, apabila 
bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. 
Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak 
boleh menjatuhkan hukuman atas adasar pemikiran nya sendiri 
walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan 
lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan. 
b. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan) 
Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. 
Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada 
orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain 
yang tidak bersalah.
39
 Syarat ini merupakan salah satu dasar dan 
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prinsip yang ditegakkan oleh syariat islam dan ini telah dibicarakan 
berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. 
c. Hukuman Harus Berlaku Umum atau Universal 
Hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya 
diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. 
Didepan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan 
antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, 
antara bangsawan dengan rakyat jelata.
40
 
Hukuman dalam hukum pidana islam dapat dibagi beberapa bagian, 
dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima 
penggolongan, yaitu: 
a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman 
yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu 
sebagai berikut: 
- Hukuman Pokok (‘Uqu<bah Ashli<yah), yaitu hukuman yang 
ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman 
yang asli. 
- Hukuman Pengganti (‘Uqu <bah Badali<yah), yaitu hukuman yang 
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak 
dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. 
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- Hukuman Tambahan (‘Uqu <bah Taba’i <yah), yaitu hukuman yang 
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara 
tersendiri. 
- Hukuman Pelengkap (‘Uqu <bah Takmi<li<yah), yaitu hukuman 
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada 
keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang 
membedakannya dengan hukuman tambahan. 
b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat 
ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua 
bagian: 
- Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas 
ringannya atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) 
sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). 
Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk 
menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman 
itu hanya satu macam saja. 
- Hukuman yang mempunyai dua batas yaitu batas tertinggi dan 
batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan 
kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua 
batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jari<mah-
jari<mah takzir.41 
c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, 
hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
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- Hukuman yang sudah ditentukan (‘Uqu<bah Maqaddarah) yaitu 
hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh shara’ dan 
hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, 
menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. 
Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (‘Uqu<bah 
La<zimah), karena Ulil‘Amri tidak berhak untuk menggugurkan 
atau memaafkan. 
d. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi 
menjadi tiga, yaitu: 
- Hukuman badan (‘Uqu<bah Badani<yah) yaitu hukuman yang 
dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera dan 
penjara. 
- Hukuman jiwa (‘Uqu<bah Nafsi<yah) yaitu hukuman yang 
dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, 
peringatan atau teguran. 
- Hukuman harta (‘Uqu<bah Ma<li<yah) yaitu hukuman yang 
dikenakan terhadap harta seseorang seperti diah, denda dan 
perampasan harta. 
e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, 
hukuman dibagi menjadi empat yaitu: 
- Hukuman hudu<d yaitu hukuman yang ditetapkan atau jari<mah-
jari<mah hudu<d. 



































- Hukuman qisa<s dan diya<h yaitu hukuman yang ditetapkan atas 
jari<mah-jari<mah qisa<s dan diya<h. 
- Hukuman kaffa<rah yaitu hukuman yang ditetapkan untuk 
sebagian jari<mah qisa<s dan diyah dan beberapa jari<mah takzir. 
- Hukuman takzir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jari<mah-
jari<mah takzir.42 
 
2. Pengertian Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) 
Fikih Jina<yah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan jina<yah. 
Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan yang 
berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan 
oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu: ‚Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum 
syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah 
himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-
dalil yang terperinci‛.43 Pengertian Jina<yah secara istilah fuqaha 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: ‚Jina<yah 
adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik 
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya‛.44 
 
Pidana dalam bahasa arab adalah jari<mah yang secara etimologis 
berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Dalam hukum positif jari<mah adalah 
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tindak pidana atau pelanggaran. Fikih jina<yah adalah ilmu tentang hukum 
shara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan 
hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam konteks 
indonesia hukum pidana adalah hukum tentang delik yang diancam dengan 
hukuman pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur 
masalah tindak pidana dan hukumannya.
45
 
a. Unsur-unsur Jari<mah 
1. Unsur formil 
Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat 
dinyatakan sebagai pelaku jari<mah kalau sebelumnya sudah ada 
nash atu undang-undang yang secara tegas menyatakan 
melarang atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini 
sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum 
pidana. Untuk dapat menentukan seseorang secara pidana, 
terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya 
terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana 
Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus 
di hukum jika sudah ada sanksi yang tegas berkaitan dengan 
jari<mah tersebut dalam Al-Qur’an dan Hadits. 
2. Unsur materiil 
Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di 
jari<mah pidana, seseorang yang dituduh melakukan jar<imah 
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harus benar-benar terbukti melakukan jari<mah tersebut. Baik 
terbukti melakukan percobaab jari<mah, membiarkan dilakukan 
jari<mah atau sudah melakukan. 
3. Unsur moril 
Adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku 
tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa diminta 
pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, 





3. Pengertian Jari<mah Takzir 
Didalam Hukum Pidana Islam tindak pidana mucikari di berikan 
sanksi berupa sanksi jari<mah takzir. Kata ini juga memilik arti 
nasarahmenolong atau menguatkan. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam 
Surat Al-Fath Ayat 9 sebagai berikut: 
                 
Artinya:‚Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatakan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya 
diwaktu pagi dan petang‛. (QS. Al-Fath (48): 9) 
 
Ada pula pendapat dari ulama’ mengenai pengertian takzir yaitu: 
a. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus Al-Mu’jam Al-Wasi<t}. 
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Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan h}ad 
syar’i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak 
lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).
47
 
b. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ah}ka<m Al-Sult}a<niyyah. 
Takzir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak 
diatur oleh h}udu<d. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan 
keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi 
yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk 




c. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam Jari<mah Al-Risywah 
fi Al-Syari<’ah Al-Isla<miyyah. 
Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak 
Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada 
sanksi dan kaffa<rahnya.49Hal yang mendasar yang ditegaskan dalam 
definisi ini adalah bahwa takzir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam 
jenis sanksi hudu<d atau kaffar<ah, karena takzir merupakan kebijakan 
dari penguasa setempat. 
d. Abdul Aziz Amir dalam Al-Ta’zi <r fi Al-Syari<’ah Al-Isla<miyyah. 
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Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya 
wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan 
yang tidak termasuk ke dalam sanksi hadd dan kaffa<rah. Takzir sama 
dengan h}udu<d dalam hal fungsi yaitu sebagai pengajaran (untuk 
menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.
50
 
e. Abdul Qadir audah dalam Al-Tasyri<’ Al-Jina<’i Al-Isla<mi Muqa<ranan 
bi Al-Qa<nun Al-Wad’i < 
Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud  dan 
merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa 




f. Ibnu Manzhur dalam kitab Lisa<n Al-‘Arab. 
Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk h}ad, berfungsi 
mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan 
menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-ta’zi <r makna dasarnya 
adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk 
had ini disebut takzir, karena berfungsi sebagai pengajaran.Arti lain dari 
kata al-ta’zi <r adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, 
terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah 
mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang 
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meyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam 
ranah h}ad itu disebut takzir.52 
g. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Isla<mi< wa Adillatuh. 
Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara 
syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat islam 
menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain 
itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali 
dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. 
Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan 
kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan 
lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.
53
 
Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa takzir ialah 
sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jari<mah yang melakukan 
pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan 
tidak termasuk ke dalam kategori hukuman h}udu<d atau kaffa<rah. Karena 
takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan hadis, maka ini 
menjadi kompetensi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran 
sanksi takzir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena 
menyangkut kemaslahatan umum. 
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4. Macam-macam Jari<mah Tazir 
a. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi 
takzir itu beragam. Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan 
dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan cambuk: 
1) Hukuman mati 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan 
hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan 
dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
54
 Hukuman mati 
sebagai sanksi takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku 
jarimah yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, 
keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud tidak 
lagi memberi pengaruh baginya. Oleh karena itu sangatlah tepat 
jika menetapkan hukuman mati karena membahayakan umat 
manusia. 
2) Hukuman cambuk 
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjeratkan pelaku 
jari<mah takzir. Hukuman ini dalam jari<mah hudu<d telah jelas 
jumlahnya bagi pelaku jari<mah zina ghairu muhsan dan jari<mah 
qadza<f. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan 
untuk menetapkan jumlah cambukkan disesuaikan dengan kondisi 
pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Hukuman ini dikatakan 
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efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan 
hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut: 
- Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif karena 
keistimewaan langsung secara fisik. 
- Bersifat fleksibel. setiap jarimah memiliki jumlah cambukan 
yang berbeda-beda. 
- Berbiaya rendah. tidak membutuhkan dana besar dan 
penerapannya sangat praktis. 
- Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat 
pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. 
Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung 
dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. 
Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk 
dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat: 
- Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman h}ad. 
- Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena h}ad bagi 
peminum khamr adalah dicambuk 40 kali. 
- Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena h}ad bagi 
pelaku qadza<f adalah cambuk 80 kali.55 
- Ulama Malikiyah. Sanksi takzir boleh melebihi ha}d selama 
mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan 
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Umar bin Al-Khathab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah 100 
kali karena memalsukan stempel baitul mal. 
- Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari dibulan 
Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir. 
Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal 
cambukan dalam jarimah takzir sebagai berikut: 
- Ulama Hanafiyah. Batas terendah takzir harus mampu memberi 
dampak preventif dan represif. 
- Batas terendah satu kali cambukan. 
- Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, 
diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, 
waktu dan pelaksanaannya. 
b. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman yaitu hukuman penjara 
dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya: 
- Hukuman penjara 
Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara 
yaitu al h}absu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man’u yaitu 
mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-h}absu ialah 
menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. 
Demikianlah yang dimaksud dengan al habsu di masa Nabi dan Abu 
Bakar akan tetapi setelah wilayah islam bertambah luas pada masa 



































pemerintah umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan 
harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.
56
 
Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat 
juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang 
berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. 
Selanjutnya hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai 
berikut: 
a) Hukuman penjara terbatas 
Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang 
lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini ditetapkan 
antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan 
riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa 
uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin dan 
bersaksi palsu. 
Hukuman penjara terbatas tidak ada batas maksimal 
yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim 
dengan mempehatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, 
tempat, waktu dan situasi ketika jarimah itu terjadi. 
b) Hukuman penjara tidak terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi 
waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal 
dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan 
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hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah 
diterapkan dalam hukum positif indonesia. Hukuman seumur 
hidup ini dalam hukum pidana islam dikenakan kepada penjahat 
yang sangat berbahaya. 
- Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan merupakan hukuman hadd, namun 
dalam praktik nya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 
hukuman takzir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada 
pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh 
buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka 
akan terhindar dari pengaruh tersebut. 
c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta 
Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti 
mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, 
melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku 
tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan 
harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. 
Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir yang berupa 
harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar 
(pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut: 
- Menghancurkannya (Al-Itla<f) 
Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir 
berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. 



































Pengahancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban 
dan dalam kondisi tertentu saja boleh dibiarkan atau disedekahkan.  
Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu 
Al-Qasim dengan menggunakan istih}sa<n, membolehkan 
penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan 
cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang 
dicampur air. Dengan demikian dua kepentingan dapat tercapai 
sekaligus, yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan 
manfaat bagi orang miskin, bisa juga untuk tawanan perang.
57
 
- Memilikinya (Al-Tamlik) 
Hukuman takzir berupa pemikiran harta pelaku, antara lain 
Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seorang yang 
mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula 
keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang 
yang menggelapkan barang temuan. 
Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang 
berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-
duduk dibar atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan 
dari pohon atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat 
penggembala. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan 
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d. Sanksi takzir lainnya 
Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, masih 
ada beberapa sanksi takzir lainnya yaitu: 
- Peringatan keras 





- Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti di media cetak atau 
elektronik
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DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
JOMBANG NOMOR: 302/Pid.B/2015/PN.JBG TENTANG TINDAK PIDANA 
MUCIKARI 
 
A. Deskripsi Kasus 
Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi adalah seorang Mucikari yaitu orang 
yang mendirikan ruko panti pijat dengan memperkerjakan karyawan nya, dengan 
memberikan jasa pijat biasa maupun pijat plus-plus yang layak nya hubungan 
suami istri dengan menarik keuntungan dari pekerja nya sebesar Rp. 60.000-, 
(enam puluh ribu rupiah) dan Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi menyediakan 
beberapa kamar untuk tempat pemijatan tersebut. Atas ulah nya tersebut Siti 
Kalimah Binti Atim Al Hadi di tangkap dalam ruko pijat nya oleh polisi yang 
sedang bertugas di daerah Mojoagung. 
Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan 
acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan 
Putusan dalam perkara terdakwa yang bernama lengkap Siti Kalimah Binti Atim 
Al Hadi, yang dilahirkan di Kabupaten Jombang, Siti Kalimah Binti Al Hadi 
memiliki umur 55 Tahun dengan kelahiran di tahun 1960, berkebangsaan 
Indonesia, Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi bertempat tinggal di 
Dusun/Desa.Mancilan,RT/RW.01/02,Kecamatan Mojoagung, Kabupaten 
Jombang, yang menganut agama Islam, setiap hari Siti Kalimah Binti Atim Al 
Hadi bekerja sebagai pedagang. 



































Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 30 
September 2015 Nomor: PDM- 333/JOMBA/08/2015 yang pada pokoknya 
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa 
terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagai mucikari mengambil untung dan 
pelacuran perempuan yang diatur dalam pasal 506 KUHP sebagaimana dalam 
dakwaan kedua.Menjatuhkan pidana terdakwa Siti kalimah Binti Atim Hadi 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. barang bukti 
tersebut berupa: 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah sprei motif batik 
warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus 
ribu rupiah) di rampas untuk negara dan terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada 
menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum 
mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:Siti 
Kalimah Binti Atim Al Hadi, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 
11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam  tahun 2015, bertempat 
di dalam ruko panti pijat milik terdakwa yang beralamat di terminal Mojoagung, 
Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang  masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari perbuatan cabul 



































seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian yang dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana 
tersebut diatas terdakwa telah membuka usaha panti pijat di sekitar terminal 
Mojoagung Kabupaten Jombang mulai sekitar 2012, dimana dalam usaha panti 
pijat tersebut, selain menawarkan jasa pijat, terdakwa juga menawarkan jasa 
pijat plus-plus yakni jasa-jasa pijat yang dilakukan oleh perempuan disertai 
dengan pelayanan lebih yakni si pemijat perempuan tersebut dapat memberikan 
jasa berupa berhubungan badan layaknya hubungan suami istri kepadanya kepada 
pelanggannya, kemudian terdakwa juga menyediakan saudari Nur Fadilah 
sebagai pemberi jasa pijat plus-plus serta menyiapkan 2 (dua) kamar sebagai 
tempat untuk tempat pijatnya dan dari usaha pijat plus-plus yang terdakwa 
adakan tersebut, terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 
30.000,- (tiga puluh ribu) dari pelayanan jasa pijat plus-plus yang saudari Nur 
Fadilah lakukan, selanjutnya pada waktu tersebut saudara Slamet datang ke 
tempat pijat pemilik terdakwa dan meminta jasa pijat, lalu terdakwa 
mempertemukan saudara Slamet dengan saudari Nur Fadilah kemudian saudara 
Slamet serta saudari Nur Fadilah langsung masuk ke dalam kamar yang telah 
terdakwa sediakan, setelah berada di dalam kamar saudara Slamet meminta jasa 
pijat plus-plus yakni jasa pijat yang disertai dengan hubungan badan layaknya 
hubungan suami istri kepada saudari Nur Fadilah, kemudian setelah saudara 
Slamet dan Saudari menyepakati mengenai tarif jasa pijat plus-plus tersebut 
yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Slamet langsung 
membuka pakiannya dan saudari Nur fadilah juga membuka pakaian serta 



































celananya lalu saudara Slamet memasukan alat kemaluannya ke dalam alat 
kemaluan saudari Nur fadilah, selanjutnya bersamaan dengan waktu tersebut 
saudara Bondan Ady T bersama dengan saudara Kartika Jaka mendapati saudara 
Slamet serta saudari Nur Fadilah sedang berada di dalam kamar tempat panti 
pijat milik terdakwa tersebut. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 
sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, 
bertempat di dalam ruko panti pijat milik terdakwa yang beralamat di terminal 
Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja 
menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan yang dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara terdakwa telah membuka usaha panti pijat di sekitar 
terminal Mojoagung Kabupaten Jombang mulai sekitar 2012, dimana dalam 
usaha panti pijat tersebut, selain menawarkan jasa pijat, terdakwa juga 
menawarkan jasa pijat plus-plus yakni jasa-jasa pijat yang dilakukan oleh 
perempuan disertai dengan pelayanan lebih yakni si pemijat perempuan tersebut 
dapat memberikan jasa berupa berhubungan badan layaknya hubungan suami 
istri kepadanya kepada pelanggannya, kemudia terdakwa juga menyediakan 
saudari Nur Fadilah sebagai pemberi jasa pijat plus-plus serta menyiapkan 2 
(dua) kamar sebagai tempat untuk tempat pijatnya dan dari usaha pijat plus-plus 



































yang terdakwa adakan tersebut, terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih 
sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari pelayanan jasa pijat plus-plus 
yang saudari Nur Fadilah lakukan, selanjutnya pada waktu tersebut saudara 
Slamet datang ke tempat pijat pemilik terdakwa dan meminta jasa pijat, lalu 
terdakwa mempertemukan saudara Slamet dengan saudari Nur Fadilah kemudian 
saudara Slamet serta saudari Nur Fadilah langsung masuk ke dalam kamar yang 
telah terdakwa sediakan, setelah berada di dalam kamar saudara Slamet meminta 
jasa pijat plus-plus yakni jasa pijat yang disertai dengan hubungan badan 
layaknya hubungan suami istri kepada saudari Nur Fadilah, kemudian setelah 
saudara Slamet dan Saudari menyepakati mengenai tarif jasa pijat plus-plus 
tersebut yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Slamet 
langsung membuka pakiannya dan saudari Nur fadilah juga membuka pakaian 
serta celananya lalu saudara Slamet memasukan alat kemaluannya ke dalam alat 
kemaluan saudari Nur fadilah, selanjutnya bersamaan dengan waktu tersebut 
saudara Bondan Ady T bersama dengan saudara Kartika Jaka mendapati saudara 
Slamet serta saudari Nur Fadilah sedang berada di dalam kamar tempat panti 
pijat milik terdakwa tersebut. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Di dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan saksi yang 
memberikan keterangan yaitu saudara Bondan Ady T, saudara Bondan Ady T 
adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, yang bertempat 
di panti pijat milik terdakwa di terminal Mojoagung, Kabupaten Jombang karena 



































telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada awalnya saksi Kartika 
Jaka dan saksi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang 
yang di informasi dari Masyarakat bahwa di dalam panti pijat milik terdakwa 
telah disediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan kamar-kamar sebagai tempat 
untuk melakukan persetubuhan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Setelah 
itu saksi Kartika Jaka dan saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada 
waku itu saksi melakukan penangkapan terhadap Slamet dan Nur Fadilah yang 
pada waktu itu selesai melakukan persetubuhan di dalam kamar milik terdakwa 
yang mana kamar tersebut sebelumnya sudah disediakan untuk menunggu tamu-
tamunya di dalam panti pijat milik terdakwa dan terdakwa sendiri bertindak 
sebagai seorang mucikari. Slamet mengaku bahwa uang jasa yang dibayarkan 
Slamet kepada saudari Nur Fadilah adalah sebasar Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 
untuk saudari Nur Fadilah dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 
untuk terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketemukan 
barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah sprei motif batik 
warna coklat, uang sebesar Rp. 100.000,-. 
 Saudara Kartika Jaka, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di 
panti pijat milik terdakwa di terminal Mojoagung, Kabupaten Jombang karena 
telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Awalnya saksi Bondan Ady T 
dan saksi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang 
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam panti pijat milik 



































terdakwa telah disediakan Pekerja Seks komersial (PSK) dan kamar-kamar 
sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan dengan Pekerja Seks Komersial 
(PSK). Setelah itu saksi Bondan dan saksi melakukan penyelidikan dan ternyata 
benar pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Slamet dan Nur 
Fadilah yang pada waktu itu selesai melakukan persetubuhan di dalam kamar 
milik terdakwa yang mana kamar tersebut sebelumnya sudah disediakan oleh 
untuk menunggu tamu-tamunya dia dalam panti pijat milik terdakwa dan 
terdakwa sendiri bertindak sebagai mucikari;. Bahwa dari pengakuan Slamet 
bahwauang jasa yang dibayarkan Slamet kepada saudari Nur fadilah adalah 
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 
80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk saudari Nur fadilah dan uang sebesar 
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa. Pada saat dilakukan 
penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah sarung 
bantal, 1 buah sprei motif batik warna coklat, uang sebesar Rp. 100.000,-. 
Setelah itu Saudari Nur Fadilah sebagai pekerja panti pijat milik 
terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan. Bahwa terdakwa telah 
ditangkap oleh pihak Kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2015 
sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di panti pijat milik terdakwa di terminal 
Mojokerto Kabupaten Jombang karena telah menyediakan Pekerja Seks 
Komersial (PSK). Yang pada awalnya terdakwa telah menawarkan jasa pijat 
kepada Slamet namun juga menawarkan jasa pijat plus-plus yaitu jasa pelayanan 
seks kepada slamet yang mana sebagai pelayan jasa tersebutadalah saksi, dengan 
kesepakatan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi 



































melakukan hubungan seksual dengan Slamet dan setelah itu Slamet memberi 
uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi memberikan 
uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai 
pemilik ruko pijat sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- untuk saksi. Harga 
yang disepakati terdakwa dan Nur Fadilah yaitu untuk layanan pijat tanpa plus, 
saksi mendapat uang dari pengguna jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah) dan dari uang tersebut, saksi mendapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu 
rupiah), sedangkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada 
terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikemukakan barang 
bukti berupa 1 buah sarung bantal, 1 buah sprei motif batik warna coklat, uang 
sebesar Rp. 100.000,-. 
Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka 
perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
bagi terdakwa: Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merusak 
moral masyarakat dan Hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah 
terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di 
persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum. Barang bukti yang di rampas 
di bawa dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) 
buah sprei motif batik warna coklat yang dirampas untuk dimusnahkan oleh 
pengadilan serta uang sebesar Rp. 100.000,- dirampas untuk negara. 
Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif 
yaitu:Dakwaan Kesatu bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 296 KUHP atau Dakwaan Kedua bahwa perbuatan 



































terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP. Oleh 
karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana 
yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan dan berdasarkan fakta-fakta 
hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu 
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 
KUHP. 
Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa yang diminta 
pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian terdakwa 
sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan 
bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Untuk 
menghindari terjadinya kekliruan orang (error in personal) dan untuk memenuhi 
atas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapan 
seorang terdakwa yang bernama Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi yang 
identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa di 
persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum 
dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab 
setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim 
berkeyakinan terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi mampu 
mempertenggungjawabkan perbuatannya. 
Terdakwa telah melanggar unsur dari pasal 506 KUHP yaitu terdakwa 
menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, berdasarkan fakta-
fakta hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 
WIBbertempat di panti pijat milik terdakwa di terminal Mojoagung kabupaten 



































Jombang terdakwa telah menawarkan jasa pijat kepada Slamet namun juga 
menawarkan jasa pijat plus-plus yaitu jasa pelayanan seks kepada slamet yang 
mana sebagai pelayanan jasa tersebut adalah Saksi Nur Fadilah dengan 
kesepakatan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur 
Fadilah melakukan hubungan seksual dengan Slamet dan setelah itu Slamet 
memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi 
Nur Fadilah memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 
kepada terdakwa sebagai pemilik ruko pijat sedangkan sisanya Rp. 40.000,- 
(empat puluh ribu rupiah) untuk saksi Nur Fadilah. Terdakwa telah menyediakan 
tempat bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dan 
mengambil keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang 
yang diberikan kepada pihak perempuan dan hal ini menunjukan bahwa terdakwa 
telah mengambil keuntungan dari persetubuhan yang dilakukan oleh Nur Fadilah, 
oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi. 
Terdakwa telah menjadikan mucikari sebagai mata pencaharian, disini 
berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dengan telah menyediakan 
tempat bagi perempuan untuk melakukan persetubuhan dan meskipun ruko 
tersebut adalah untuk pijat, terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 
60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan setiap persetubuhan sehingga telah 
menjadi mata pencahariaan terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga telah 
terpenuhi. 
Oleh sebab itu unsur-unsur ya terdapat dari pasal 506 KUHP diatas 
telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah 



































terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam 
dakwaan kedua. Sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemui 
adanya alasan Pembenar maupun Pemaaf yang dapat menghapuskan persidangan, 
sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. 
Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan 
berdasar hukum bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Tidak 
terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari 
tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 
Putusan yang dilakukan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang 
bersalah melakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.
59
 Jadi setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan 
memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka Hakim wajib memutuskan 
perkara sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG ini, 
Majelis Hakim yang dipimpin oleh Rudy Ruswoyo, SH, MH. Sebagai Hakim 
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 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 86. 



































Ketua Majelis, Eni Martiningrum, SE, SH, MH. dan Asropi, SH masing-masing 
sebagai Hakim Anggota, memutuskan suatu perkara tindak pidana mucikari. 
Majelis Hakim menyatakan terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
‚Mucikari‛, sebagaimana pasal 506 KUHP dan pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara serta pasal-pasal dari 
Peraturan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap 
berada dalam tahanan, yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah 
sarung bantal, 1 (satu) buah sprei motif batik warna coklat yang dirampas untuk 
dimusnahkan serta uang sebesar Rp. 100.000,- yang dirampas untuk negara dan 
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 


































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI JOMBANG NOMOR: 302/Pid.B/2015/PN.JBG TENTANG TINDAK 
PIDANA MUCIKARI 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang 
Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG Tentang Tindak Pidana Mucikari 
Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin 
terdakwa yang bersalah melakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 
KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
60
 
Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus memperhatikan 
hal-hal yang  mendasari suatu perkara, dalam maksud sebelum memutuskan 
suatu perkara hakim harus memperhatikan setiap hal-hal di dalam suatu 
persidangan. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai 
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oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta 
dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi dari keterangan pada 
saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. 
Pertimbangan hukum hakim ada 2 yaitu pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan ada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh Undang-undang diterapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan 
misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang 
terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.
61
Bahwa dalam memeriksa 
sebuah putusan, isi surat putusan pemidanaan disyaratkan sesuai dengan format 
yang ditentukan oleh undang-undang, mengingat jika ada ketentuan yang tidak 
dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum.  
Dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang Tindak Pidana Mucikari yang dilakukan oleh 
terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi, ada beberapa pertimbangan hakim 
yaitu: 
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 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 
212. 



































1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
506 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
Unsur pertama adalah barang siapa, bahwayang dimaksud dengan 
barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang 
dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Untuk 
menghindari terjadinya kekeliruan orang (eror in person) dan untuk memenuhi 
asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah 
dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi 
yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa 
di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut 
Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu 
menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga 
Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Siti kalimah Binti Atim Al Hadi mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Unsur kedua adalah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita, berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 
sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di terminal Mojoagung, kabupaten Jombang 
terdakwa telah menawarkan jasa pijat kepada Slamet namun juga menawarkan 
jasa pijat plus yaitu jasa pelayanan seks kepada Slamet yang mana sebagai 
pelayan jasa tersebut adalah saksi Nur Fadilah dengan kesepakatan harga Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur Fadilah melakukan 
hubungan seksual dengan Slamet dan setelah itu Slamet memberi uang Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Nur Fadilah 



































memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada 
terdakwa sebagai pemilik ruko pijat sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- 
(empat puluh ribu rupiah) untuk saksi Nur fadilah. Bahwa berdasarkan fakta-
fakta hukum terdakwa telah menyediakan tempat bagi laki-laki dan perempuan 
untuk melakukan persetubuhan dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 
60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari uang yang diberikan kepada pihak 
perempuan dan hal ini menunjukan bahwa terdakwa telah mengambil 
keuntungan dari persetubuhan yang dilakukan oleh Nur Fadilah oleh karenanya 
unsur ini telah terpenuhi. 
Unsur ketiga adalah menjadikan sebagai pencaharian, bahwa 
berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dengan telah menyediakan 
tempat bagi perempuan untuk melakukan persetubuhan dan meskipun ruko 
tersebut adalah untuk panti pijat, terdakwa telah mengambil keuntungan 
sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap persetubuhan 
sehingga telah menjadi mata pencaharian terdakwa, oleh karena semua unsur-
unsur dari  pasal 506 KUHP  diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Bahwa sepanjang 
pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya alasan pemaaf maupun 
pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan, sehingga terdakwa harus 
dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. 
2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa 



































Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka 
perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
bagi terdakwa: 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat. 
b. Hal-hal yang meringankan: 
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di 
persidangan dan belum pernah di hukum. 
3. Barang bukti yang dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan 
barang bukti berupa satu buah sarung bantal, satu buah sprei motif batik 
warna coklat dan usang sebesar Rp. 100.000,-. 
4. Dalam putusan perkara ini, Hakim memutus terdakwa dengan menghukum 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, 
menetapkan lamanya masa tahanan yang dijalani terdakwa dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan, serta menghukum terdakwa untuk membayar biaya 
perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
5. Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua 
alternatif dari Jaksa Penuntun Umum yaitu melanggar Pasal 506 KUHP. 
Sedangkan hakim tidak memilih Pasal 296 KUHP. 
Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa 
pendapat yaitu: 



































1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan hakim, Majelis Hakim seharusnya 
melihat apakah surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
sudah sesuaikah dengan fakta-fakta perkara yang dilakukan terdakwa Siti 
Kalimah Binti Al Hadi. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dan apabila surat dakwaan itu ada 
kesalahan maka akan membawa konsekuensi dalam pemeriksaan, tuntutan 
pidana, dan penjatuhan dalam mengambil keputusan. Dalam proses 
pembuktian, hakim ketua dalam persidangan memperlihatkan dan 
mempertanyakan barang bukti tersebut. Dalam mempertahankan dan 
membuktikan dakwaan terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi agar 
tidak ada kesewenangan dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa tersebut. Majelis Hakim juga harus melihat rumusan unsur-unsur 
pasal yang didakwakan oleh JPU dengan cermat dan teliti yang dimuat 
dalam surat dakwaan. Kekeliruan memuat satu unsur saja akan 
mengakibatkan dibebaskannya terdakwa oleh Pengadilan Negeri.  
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa Siti 
Kalimah Binti Al Hadi, seharusnya hakim melihat rumusan Pasal dalam 
penjatuhan terhadap terdakwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG, Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan dakwaan 2 pasal yaitu dakwaan kesatu Pasal 296 KUHP yang 
berbunyi: menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikan sebagai pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa, dakwaan 
kedua pasal 506 KUHP yang berbunyi: dengan sengaja menghubungkan atau 



































memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai 
pencaharian atau kebiasaan yang dilakukan oleh terdakwa. Di dalam Buku 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana karya R. Soesilo mengatakan 
bahwasanya pasal 296 KUHP berbunyi: barang siapa yang pencahariannya 
atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan 
perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu 
tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-. Dan Pasal 
506 KUHP berbunyi: barang siapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil 
keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya 
tiga bulan. Disinilah penulis berpendapat adanya kesalahan dalam 
memasukan arti dari pasal yang di dakwakan oleh JPU yang mana pasal 
tersebut dimasukan dalam surat dakwaan yang sudah diterima oleh Majelis 
Hakim. Di dalam amar putusan Majelis Hakim memutuskan dalam pasal 506 
KUHP dengan pidana penjara 4 bulan dengan dakwaan alternatif. Dakwaan 
alternatif adalah memberikan pilihan terhadap Majelis Hakim untuk 
menentukan dakwaan mana yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan 
oleh terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan. Dengan membuktikan 
satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. 
Apabila pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan 
manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim maka dari itu JPU 
mengajukan dakwaan alternatif. Sedangkan di dalam perkara yang di 
dakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim menurut penulis terdakwa Siti 
Kalimah Binti Al Hadi seharusnya di jatuhi putusan Pasal 296 KUHP karena 



































unsur dalam Pasal 296 KUHP lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh 
terdakwa.  
Kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum semata-mata 
untuk memberikan rasa keadilanatau setidak-tidaknya dapat menyentuh rasa 
keadilan itu melalui pendekatan prosedur pencapaian yang benar. Memang 
harus kita akui bahwa rasa keadilan berada di tempat yang sangat abstrak, 
namun usaha pencapaian ke arah sana harus tetap dilakukan dengan 
kematangan ilmu dan ketajaman intuisi, mengingat sebuah putusan setelah 
diucapkan bukan lagi hanya menjadi milik hakim yang memutus, namun sudah 
menjadi milik para pencari keadilan dan masyarakat secara luas. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak 
Pidana Mucikari dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
 
Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pinada (jari<mah) 
apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yaitu unsur umum dan unsur khusus. 
Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya 
berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum unsur-unsur 
tindak pidana dibagi menjadi tiga yaitu: 
1. Unsur formil 
Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan 
sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atu undang-undang 
yang secara tegas menyatakan melarang atau menjatuhkan sanksi kepada 



































pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum 
pidana. Untuk dapat menentukan seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus 
ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke 
arah hukum pidana Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan 
harus di hukum jika sudah ada sanksi yang tegas berkaitan dengan jarimah 
tersebut dalam Al-Qur’an dan Hadits. 
2. Unsur materiil 
Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, 
seseorang yang dituduh melakukan jari<mah harus benar-benar terbukti 
melakukan jari<mah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaab jari<mah, 
membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah. 
3. Unsur moril 
Adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana 
harus sebagai subjek yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana atau bisa 




Dalam perkara ini, terdakwa yang bernama Siti Kalimah Binti Atim Al 
Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 506 KUHP 
yaitu terdakwa telah menarik keuntungan dari pencabulan wanita bernama Nur 
Fadilah dengan memperkerjakan sebagai pemberi jasa pelayanan layak nya 
hubungan suami istri. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 506 KUHP diancam dengan penjara 
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paling lama tiga bulan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan mengakui kesalahannya, maka 
perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur 
jari<mahnya sudah memenuhi. 
Oleh karena unsur jarimahnya sudah memenuhi, maka terdakwa dapat 
di kenakan dan di jatuhi sanksi hukuman. Berdasarkan perspektif hukum pidana 
Islam, mucikari tidak masuk kedalam kategori jarimah qisas dan jarimah hudud 
karena tidak di jelaskan secara terang dan jelas di dalam Al-Qur’an dan Hadits 
mengenai sanksi hukuman nya. Mucikari ini masuk dalam kategori  jari<mah 
takzir karena sanksi nya di tentukan oleh Ulil ‘Amri atau penguasa setempat. 
Dasar larangan mucikari ini tercantum dalam Surah An-Nur ayat 33 dan Surah 
Al-Isro’ ayat 32. Mucikari ini merupakan perbuatan yang mendekati zina. 
Dengan kata lain mucikari ini merupakan sebagai perantara seseorang untuk 
melakukan zina dengan mengambil keuntungan dari perbuatan zina seseorang 
tersebut. 
Menurut penulis, hukuman bagi jari<mah mucikari ini adalah hukuman 
dera/cambuk sebagai hukuman pokok atas suatu jari<mah. Berdasarkan data-
data yang sudah penulis kumpulkan, ukuran sanksi jari<mah takzir ini 
tergantung oleh Ulil ‘Amri atau Hakim dalam mengambil keputusan dengan 
cara ijtihad suatu hukuman yang sesuai terhadap tindakan mucikari. Dalam 
perkara ini, Hakim diberikan kebebasan dan keluasaan untuk memutuskan 
sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Seperti pada 
penjelasan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut: 




































                   
                        
             
 
 Artinya:‚Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah SWT dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah SWT kepadamu. 
Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT). Maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT menghendaki akan menimpakan 
mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan 
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik‛.63 
 
Hukuman dera/cambuk adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh 
syara’. Oleh karena itu Ulil ‘Amri atau Hakim tidak boleh mengurangi, 
menambah, menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan hukuman 
yang lain. Disamping ditentukan oleh syara’, hukuman dera/cambuk juga 
merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu 
tidak berhak memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah. 
Hukuman cambuk ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi 
pelaku jari<mah takzir. Jumlah cambukan dalam jari<mah hudu<d zina ghoiru 
muhshan dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan. Namun 
dalam jari<mah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk 
menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jari<mah, 
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kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif 
karena memiliki beberapa keistimewaan berikut: 
a. Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya 
represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik. 
b. Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel 
karena masing-masing jarimah berbeda cambukannya. 
c. Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak 
membutuhkan anggaran yang besar. 
d. Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai 
menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan 
terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa. 
Di dalam hukum pidana Islam diatur juga mengenai jumlah maksimal 
dan jumlah minimal hukuman dera/cambuk dalam jari<mah takzir, disini 
pendapat ulama mengenai batas maksimal hukuman dera/cambuk yaitu: 
- Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman hadd. 
- Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena hadd bagi peminum 
khamr adalah dicambuk 40 kali. 
- Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena hadd bagi pelaku qadza<f 
adalah cambuk 80 kali. 
- Ulama Malikiyah. Sanksi takzir boleh melebihi hadd selama mengandung 
maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khathab yang 
mencambuk Ma’an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul 
mal. 



































- Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari dibulan Ramadhan 
sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir. 
Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam 
jarimah takzir sebagai berikut: 
- Ulama Hanafiyah. Batas terendah takzir harus mampu memberi dampak 
preventif dan represif. 
- Batas terendah satu kali cambukan. 
- Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada 
ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.
64
 
Selain memberikan sanksi pokok berupa hukuman dera/cambuk, hakim 
sebagai Ulil ‘Amri atau penentu suatu keputusan dapat memberikan sanksi 
takzir tambahan berupa hukuman penjara. Sanksi takzir yang diberikan 
terhadap pelaku pada intinya agar pelaku merasa jera dan tidak akan 
mengulangi suatu kesalahannya lagi. Serta hakim memberikan sanksi takzir 
sesuai dengan tindak pidana ataupun kesalahan yang dilakukan pelaku agar 
terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. 
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Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa Siti 
Kalimah Binti Al Hadi, seharusnya hakim melihat rumusan Pasal dalam 
penjatuhan terhadap terdakwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. Disinilah penulis berpendapat 
adanya kesalahan dalam memasukan arti dari pasal yang di dakwakan 
oleh JPU yang mana pasal tersebut dimasukan dalam surat dakwaan 
yang sudah diterima oleh Majelis Hakim. Di dalam amar putusan Majelis 
Hakim memutuskan dalam pasal 506 KUHP dengan pidana penjara 4 
bulan dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif adalah memberikan 
pilihan terhadap Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang 
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tindak 
pidana yang dilakukan. JPU mengajukan dakwaan alternatif. Sedangkan 
di dalam perkara yang di dakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim 
menurut penulis terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi seharusnya di 
jatuhi putusan Pasal 296 KUHP karena unsur dalam Pasal 296 KUHP 
lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa.  



































2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penulis menyimpulkan bahwa 
sanksi yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana mucikari sudah 
sesuai dengan penerapan sanksi takzir. Dalam perkara ini, Majelis Hakim 
memberikan sanksi takzir yang berkenaan dengan kebebasan suatu hak 
seseorang dalam mewujudkan dan mempertanggungjawabkan suatu 
kesalahannya atas tindak pidana mucikari yang dilakukannya. 
 
B. Saran 
1. Untuk para penegak hukum seharus nya sebelum memutuskan suatu 
perkara akan lebih baik dilihat dulu apa permasalahan nya dan ketika 
menjatuhkan suatu pidana, seharusnya melihat pasal yang digunakan 
sudah sesuaikah dengan perkara nya, agar tidak terjadi kesalahan pada 
saat menjatuhkan putusan. 
2. Saran penulis agar masyarakat tau benar bahwa perbuatan mucikari itu 
sangat lah dilarang baik di dalam hukum di indonesia maupun menurut 
hukum islam. Sebaik nya jauhilah pekerjaan yang seperti ini dan mencari 
pekerjaan yang halal, karna akan baik dimata keluarga maupun di mata 
masyarakat sekitar, agar tidak ada pencemaran nama baik. Dan bagi 
Lembaga sosial masyarakat seharusnya melakukan pembinaan dan 
sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan. 
 
 




































Abdullah, Musthafa dan Ruben Ahmad. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983. 
Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
Amalia, Fathiya Rizza. ‚Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana 
Praktek Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 
12/Pid.B/2013/PN.BR)‛(Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 
2015). 
Anugriyani, Lail. ‚Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Memudahkan di Lakukan Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Banyuwangi Nomor: 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)‛(Skripsi—Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017). 
Chazawi, Adamin. Hukum Pidana. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002. 
Djazuli. Fiqh Jinayah. Jakarta: Raja Grafindo, 1997. 
Fizki, Gerry Muhammad. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Permata Press, 2008. 
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. 
Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014. 
Hamzah, Andi. KUHP dan KUHAP Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 
Hanafi, A. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990. 
Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016. 
Irfan, M. Nurul dan Musyarofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013. 
Karjani dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan 
Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, 1997. 
Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Jakarta: CV Rajawali, 1988. Cet. 3. 
Merpaung, Leden. PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA Bagian Kedua: 
Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi. 
Bandung: Sinar Grafika, 1995. 



































Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993. 
Mr. Tresna. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Tiara, 1959. 
Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2007. 
Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Jakarta: Teras, 2009. 
Munir, Muh Nur Fadil. ‚Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang 
Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan Sebagai Mata 
Pencaharian (Studi Kasus  Putusan Nomor: 
28/Pid.B/2014/PN.Mrs)‛(Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 
2016). 
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. 
Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 
Sahid. HM. EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM Dasar-dasar Fiqh 
Jinayah. Surabaya: Idea, 2015. 
-------. Pengantar Hukum Pidana Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014. 
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1988. 
Soedjono D. Pelacuran di Tinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam 
Masyarakat. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977. 
Soekanto, Soerjono. Pengantar Hukum. Jakarta: UI-Press, 2007. 
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2006. 
Sutiyoso, Bambang. Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di 
Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2005. 
TIM Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. 
Surabaya, 2016. 
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1996. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 



































Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Surabaya: Mekar, 2004. 
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG. 
